KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : HK. 02.01/Kep. 03 -DPRD/2023
TENTANG

PENYEMPURNAAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF SESUAI
HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang :a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama
Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai Hasil
Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa
Barat.

b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu
Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6802);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun
2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
217);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

TEMBUSAN :

MEMUTUSKAN :

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Jawa Barat;

Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada
Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Mempersilahkan Kepada Saudari Bupati untuk menetapkan
Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran
Keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal,

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA WAKIL KETUA
ttd ttd
NENG SUPARTINI P WARSENO

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR

TANGGAL :

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF  SESUAI HASIL
FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

. bahwa untuk menciptakan masyarakat adil, Makmur dan

sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan
bernegara perlu diwujudkan melalui pembangunan
perekonomian;

. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk

menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi
kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di
Daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi
perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing
Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah
yang berkelanjutan;

. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

pengembangan ekonomi kreatif di Daerah, perlu
pengaturan mengenai pengembangan ekonomi kreatif;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang



Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor S Tahun
2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6802);

. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 272);



10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun

11.

2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
217);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun  2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN
PURWAKARTA

dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Purwakarta.

. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari yang

bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan
budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.



10.

11.

12.

. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau

kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha
berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan
kegiatan Ekonomi Kreatif.

. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang

melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang
dimiliki sendiri atau yan dimiliki pihak lain berdasarkan
perjanjian tertentu.

Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem
yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi,
produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang
dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan
nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing
tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau
lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya
cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pembiayaan atau Kredit yang selanjutnya disebut
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan
bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak  yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga
atau bagi hasil.

Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non
struktural independen yang mempunyai tugas
mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas
perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi
pengembangan Ekonomi  Kreatif.Pengawasan adalah
kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap
Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui
pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku
usaha Kreatif.



Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:
Pelaksanaan Ekonomi Kreatif;

Ekosistem Ekonomi Kreatif;

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan
Pemantauan dan Evaluasi;

Kelembagaan;
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. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB II
PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF
Pasal 3

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah berhak memperoleh
dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan
Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
a. pelaku kreasi; dan
b. pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

(1) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf
a yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang
mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif,
dan/atau menghasilkan suatu karya meliputi 17 subsektor
Ekonomi Kreatif yaitu:

. seni Pertunjukan;
. aplikasi;

. arsitektur;

. mode (fashion);

desain komunikasi visual,

a
b
c
d
e. desain interior;
f.
g. desain produk;
h

. musik;

[
.

penerbitan;

periklanan;

kriya;

film, animasi, dan video;

. televisi dan radio;
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pengembang permainan;



o. fotografi;
p. seni rupa; dan
q. kuliner.

(2) Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 huruf b merupakan pihak yang melakukan
komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri
atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian
tertentu.

(2) Pengelola kekayaan intelektual yang melakukan
komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan pada 17 (tujuh belas)
subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).

(3) Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Para Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mendaftarkan kekayaan intelektual
yang dimiliki sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB III
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam

mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

(2) Pengembangan  Ekosistem Ekonomi  Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

pengembangan riset;

pengembangan pendidikan;

fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
penyediaan infrastruktur;
pengembangan sistem pemasaran;
pemberian insentif;

fasilitasi kekayaan intelektual; dan
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. pelindungan hasil kreativitas.



Pengembangan Riset
Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap
pengembangan riset Ekonomi Kreatif.

(2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh lembaga  penelitian dan
pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

(3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang
Ekonomi Kreatif.

(4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Pendidikan
Pasal 9

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun
untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku
Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 10

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang
Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan
nasional melalui:

a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam
jalur pendidikan formal; dan

b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan
nonformal.

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
Pasal 11

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank



dan nonbank.

(3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak
mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis
kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan
intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif
di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

Pasal 15

(1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan
Umum.

(2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan Infrastruktur
Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mendorong tersedianya infrastruktur
Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 terdiri atas:

a. infrastruktur fisik; dan
b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan Sistem Pemasaran
Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan sistem
pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan
intelektual.



(2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem
pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan
intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberian Insentif
Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. fiskal; dan/atau
b. nonfiskal.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pencatatan atas hak
cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan
industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemanfaatan kekayaan
intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pelindungan Hasil Kreativitas
Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten melindungi hasil kreativitas Pelaku
Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF
Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas

Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk
meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku
Ekonomi Kreatif;



b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan
teknologi di dunia usaha; dan

c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi
Kreatif.

Pasal 26

(1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi
Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah
Daerah dapat bersinergi dengan:

a. Pemerintah Pusat; dan
b. Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah
Daerah dapat bekerja sama dengan:

a. organisasi kemasyarakatan;
b. perguruan tinggi; dan/atau
c. badan usaha.

BAB YV
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Pasal 27

(1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan
mempedomani rencana induk pengembangan Ekonomi
Kreatif.

(2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah.

(3) Penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan
Ekonomi Kreatif.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan
Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
dan

b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang
dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.



BAB VI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Pasal 29

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui:
a. Pembiayaan Ekonomi Kreatif;

b. Fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk
Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;

c. Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
d. Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

Pasal 30

Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. sumber lainnya yang sah.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem
Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan
Intelektual.

(2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis
Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

lisensi;
waralaba;

alih teknologi;
jenama bersama;

o a0 T p

pengalihan hak; dan/atau
f. bentuk kemitraan lain.

(3) Pemerintah  Daerah  dapat mengembangkan  Sistem
Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan
Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.

(4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik
dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam
bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan
intelektual.

Pasal 32

(1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) dapat berupa:

a. bimbingan teknis;



b. pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan/atau
pendaftaran perizinan terintegrasi secara elektronik;

akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
pelayanan informasi/konsultasi usaha;
bantuan promosi pemasaran,;

penyediaan sistem manajemen kolektif digital;

akses pemasaran,

5ot o0

. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;

[y
.

pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan
Intelektual; dan/atau
j- layanan bantuan dan pendampingan hukum.

(2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama
dengan pihak lain.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur
Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. infrastruktur fisik; dan
b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

a. insentif fiskal; dan atau

b. insentif non fiskal.

Pasal 35

(1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
b. insentif retribusi.

(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi.



Pasal 36

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

a. Kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;

b. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko
di bidang Ekonomi Kreatif;

c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau
pencatatan Kekayaan Intelektual,

d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
dan

e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 37

(1) Bupati melaksanakan  pemantauan dan  evaluasi
penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan
ekonomi kreatif.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi.

(4) Bupati menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan
ditembuskan kepada Kepala Lembaga yang membidangi
urusan Ekonomi Kreatif.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 38

(1) Dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif,
Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Ekonomi
Kreatif Daerah.

(2) Komite ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tugas, wewenang dan fungsi diatur dalam
Peraturan Bupati.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
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BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekonomi
Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
ekonomi kreatif.

(3) Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi:

a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
penyelanggaraan Ekonomi Kreatif;

b. Memfasilitasi pengembangan  produk Ekonomi
Kreatif;
c. Pelatihan;

d. Bimbingan teknis; dan
e. Pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan
pengembangan Ekonomi Kreatif.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi:

a. Kunjungan lapangan;
b. Evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;
c. Pelaporan hasil

(5) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
pengembangan Ekonomi Kreatif.

(6) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan acuan
sebagai pengambilan kebijakan dalam pengalokasian
program pengembangan Ekonomi Kreatif di tahun
berikutnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah
sebagimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal,

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA
ttd ttd ttd
SRI PUJI UTAMI NENG SUPARTINI P WARSENO
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